
 
 
 
 

BUPATI  LAMPUNG  BARAT 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 

NOMOR 39 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 
 
Menimbang : a. Bahwa rumah sakit sebagai sal ah satu sarana kesehatan yang 

memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang 
strategis dalam mempercepat peningkatan deraj at kesehatan 
masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan 
pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan 
dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat; 

b. Bahwa RSUD Liwa merupakan satuan kerja perangkat daerah yang 
melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum 
daerah (PPK-BLU) maka berdasarkan pasal 69 Peraturan dalam 
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu disusun Rencana 
Strategis Bisnis; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rencana Strategis Bisnis RSUD Liwa; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daer-ah. ^ Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara 
Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3495); 

 2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Tam banal i Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 4844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang. Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umuin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
45’78); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Periyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara RepubliK Indonesia Nomor 4614); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2-0-14-̂  

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 



mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah pada umumnya. 

5. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD 
adalah doktimen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran 
pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD. 

6. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD adalah 
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, 
target kinerja dan anggaran BLUD. 

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas 
barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh BLUD RSUD Liwa. 

8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-
kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 
berkesinambungan. 

 
 

BAB II 
TUJUAN 

 
Pasal 2 

Rencana Strategis Bisnis RSUD Liwa untuk jangka waktu Tahun 2013- 2017 bertujuan 
memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalarn rangka : 
a. memberikan dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan evaluasi kinerja 

tahunan pada RSUD Liwa setelah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

b. mendorong lintas sektor terkait dalam rangka berperan aktif memberikan dukungan 
guna terselenggaranya PPK-BLUD RSUD Liwa secara maksimal sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku; 

c. terselenggaranya kegiatan pelayanan pada RSUD Liwa yang berorientasi bisnis 
secara sehat dengan mengutamakan eflsiensi, efektifitas dan peningkatan pemberian 
pelayanan guna tercapainya tingkat kepuasan pasien/pelanggan. 

 
BAB III 

RENCANA STRATEGIS BISNIS 
Pasal 3 
 

Rencana Strategis Bisnis RSUD Liwa mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, 
pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan 
lima tahunan BLUD. 
 

Pasal 4 
Rencana Strategis Bisnis PPK-BLUD RSUD Liwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 
 
 
 
 
 
 



Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal   2012 

BUPATI LAMPUNG BARAT 
 

dto 
 

MUKHLIS BASRI 
Diundangkan di Liwa 
Pada tanggal   2012 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 

dto 
 

NIRLAN 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 


